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TENTANG

IZIN OPEMSIONAL PENDIDIKAN PUSAT XEGIATAN BETA]AR MASYAMKAT(PKBM)
AKE BITU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
I(AEUPATEN HALMAHEM BARAT

Membaca : a. Surat permohonan tanggal 14 November 2017 dari Pengelolah PKBM AKE BITU
tenbng lzin Operasional di Des Biamaahi Kecamatan Jailolo Selabn;

b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lGbupaten
Halmahen Barat Nomor 420/154512077 E,nqgal 28 Agustus 2017.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kelulusan keglatan Pendidikan Formal dan
Nonformal dalam melakukan pelayanan pada masyankat

b. Aksibilibs, substansibilitas, dan akunhbilihs kegiatan Pendidikan Formal dan
Nonformal di wilayah lGbupaten Halmahera Barat.

c. Bahwa lembaga PKBM merupakan mitra bagi Dinas Pendidikan Kabupaten
Halmahera Barat sebagai implementasi prcqram Pendidikan Formal dan
Nonformal gara umum.
Undang- undang Dasar 195;
Undang- undang nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
Undang- undang nomor 20 tahun 2003 tentang Slstem Pendidikan Nasional;
Undang - undang nomor 27 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pael 4 dan
pasal 8;
Undang- undang nomor 27 tahun 2014 tentang pemerintah Daerdh;
Peraturan pemerinhh nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
(Lembamn Negara republik Indonesia hhun 1990 nomor 35, Embahan Lembaran
Negara Republik indonsia nomor 3411);
Pe.aurran Pemerinbh nomor 001 tahun 2000 tenbng Kewenangan pemerintah
Daemh Kabupaten dan Pemeriantah Prcvinsi sebagai Daerah Otonom.
Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negam Republik Indonesia bhun 2005 nomor 41, bmbahan
Lembaran Negara Republik Indonsia nomor 4496);
Penturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran
Negara Republik Indoresia Tahun 2008 Nomor 90, bmbahan Lembaga Negara
Republik Indonesia Nomor 4863);
Pecturdn pemerintah nomor 17 bhun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara repubtik Indonesia tahun 2010
nomor 27 tambahan Lembacn NegaE Republik Indonesia nomor 5105)
sebgaimana telah diubah dengan penturan pemerinBh nomor 66 tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 112,
bmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 bhun 2005 tentang perencanaan
pembangunan jangka Menengah Nasional bhun 2004 -2009i
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 0601U12002
tentang Pedoman Pendirian Sekolah

14. Rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2070-2014;
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MEMUruSKAN:

Bahwa PKBII Al(E BITU telah layak untuk mehlcanakan kegiabn pembehjaran
khususnla Pendftrikan Formal pada masfarakaq
Bahwa oleh karena itu maka dibedkan Izin Operasional Kegiatan pada PXBM
AKE BITU dl Desa Blamaahi lccamatan lailolo Sehtan. Dengan masa berlaku
sampai dengan Tanggal 17 ilorember 2019;
Haltal yang belum dhtur dalam surat lcputusan lnl akan dipertimbangkan
unu* dlatur bila diperlukan;
turat k@utusan ini berlaku sejak ditebpkan.
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Tmboen DEampalkan l.cpada Ylh :

1. Bupa$ Kabupabn Halmahe 8.at di.btub (*bgal lapdn);
2. lcpala DIE Pendldlkan ]Gbopabn Halmalsa baat dl.bhb;
3. lGpah UPf DfEs Psfdldlkrn (s, )alh,b dl )al&,



! KEruTUSAN I:AI{ OPERASIONAL ruSAT IGGIATAN 8EI.[IAR IIASYAR/II(AT
(Prcil) DI KABUPATEI{ HALIIIA}IERA BARAT.

Nama

Tempat Tanggal tahir
Pendidlkan Terakhlr
labatan
AlanEt

NOMOR : 06V820VPKBM/DPMmP/2017

: DEICE SALIilDEHO, S.Pd
: Biamaahi,31 Desember 1978
:s1
: Pengelolah PKBI.I AKE BITU
: De6a Blarnaahl Kecamabn lallolo Selatan

lGbupaten Halmahera Barat.

Ditetaplcn di


